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MOTTO 

Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah 

kesulitan pasti ada kemudahan. 

                                                            (Q.S. Al- Insyirah : 5-6) 

 

Optimis merupakan hal atau tindakan yang menjadi dasar seseorang yang percaya 

akan keberhasilan yang kelak diraih, segala sesuatu akan menjadi mudah jika 

dilakukan dengan niat dan sungguh-sungguh. 

                                                           (Robin Van Persi) 

 

Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati 

sebagai orang kerdil. Akan tetapi, orang yang hidup bagi orang lain akan hidup 

sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar. 

                                                            (Sayyid Qutb) 

 

Jadikanlah kegagalan suatu pelajaran awal dari keberhasilan dan bagi orang-orang 

yang mampu belajar dari kegagalan akan lebih tegar dalam menghadapi setiap 

cobaan, sehingga yakinlah bahwa kegagalan merupakan sukses yang tertunda 

maka berusahalah. 

                                                    (H.R. Bukhari Muslim) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mendasarkan pada kegelisahan penulis yang melihat adanya 

kerancuan hukum dalam perkara Nomor 56  PK/AG/2011 yang dalam putusanya 

majelis hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksekusi  

putusan Arbitrase Nomor 16 Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 

September 2009 harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan 

Agama. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengaturan kewenangan 

eksekusi putusan Basyarnas apakah berada di Pengadilan Negeri atau di 

Pengadilan Agama dengan berbasiskan nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normative, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada 

sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-

kaidah hukum maupun teori ilmu hukum terkait dengan masalah yang diteliti. 

Penelitian menghasilkan pada pokoknya (1) Kewenangan eksekusi putusan Badan 

Arbitrase Syari’ah Nasional dalam sengketa ekonomi syariah  di Indonesia  adalah 

berada di Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Pasal 55 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Sedangkan kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan  Pasal 59 ayat (1) UU No. 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2) Problematika pengaturan 

kewenangan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional dalam sengketa 

ekonomi syariah di Indonesia dengan adanya tumpang tindih kewenangan tersebut 

menjadikan kerancuan hukum dan tidak memberikan keadilan bagi umat Islam 

untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana hukum Islam yang telah 

dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 (3) Rekonstruksi pengaturan kewenangan 

Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional dalam sengketa ekonomi 

syariah di Indonesia yang berbasis nilai keadilan Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, yang disebutkan bahwa:  “Dalam hal 

para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan 

dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan 

salah satu pihak yang bersengketa” kata “pengadilan negeri” pada pasal tersebut 

adalah bersifat umum sehingga hanya berlaku untuk arbitrase umum, bukan 

arbitrase syariah karena arbitrase syariah tunduk pada Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Sehingga pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yang semula berbunyi “Dalam hal para pihak tidak 

melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan 

berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak 

yang bersengketa” diperbarui menjadi “Dalam hal para pihak tidak 

melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan 

berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak 

yang bersengketa kecuali sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh Badan 

Artbitrase Syariah Nasional” 

 

Kata kunci  :  Kewenangan, Eksekusi dan Basyarnas 
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ABSTRACT 

 

This research is based on the anxiety of the author who sees the existence of legal 

confusion in the case Number 56 PK / AG / 2011 which in the decision of the 

judges is of the opinion that essentially stated that the execution of the decision of 

Arbitration No. 16 of 2008 / BASYARNAS / Ka.Jak dated 16 September 2009 

must be submitted to the District Court not to the Religious Courts. This study 

aims to formulate the authority of the execution of the decision of Basyarnas 

whether in the District Court or in the Religious Court based on the value of 

justice. This study uses a normative juridical approach, in collecting data more 

emphasis on primary source material, in the form of legislation, reviewing the 

rules of law and legal science theory related to the problems studied. The research 

produces principally (1) The authority of the execution of the decision of the 

National Sharia Arbitration Board in the sharia economic dispute in Indonesia is 

to be in the Religious Court as Article 49 of Law no. 3 of 2006 on the Amendment 

of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts and Article 55 Paragraph 

(1) of Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. While the authority of the 

District Court based on Article 59 paragraph (1) of Law no. (2) The problem of 

regulating the authority of the execution of the decision of the National Syari'ah 

Arbitration Board in the sharia economic dispute in Indonesia with the 

overlapping of such authority makes legal confusion and does not provide justice 

for Muslims to obtain legal certainty as Islamic law has been guaranteed by 

Pancasila and the 1945 Constitution. (3) Reconstruction of the authority of the 

execution of the Decision of the National Shari'ah Arbitration Board in the sharia-

based economic dispute in Indonesia based on the fair value of Article 59 

paragraph (3) of Law no. In the event that the parties do not implement the arbitral 

award voluntarily, the ruling is executed by the order of the head of the District 

Court at the request of one of the parties to the dispute "the word" district court 

"in that article is so general that only applies to general arbitration, not syariah 

arbitration because Islamic arbitration is subject to Article 49 letter (i) of Law no. 

3 of 2006 on Religious Courts article 55 Law no. 21 of 2008 concerning Sharia 

Banking. So that article 59 paragraph (3) of Law no. In the event that the parties 

do not carry out the arbitral award voluntarily, the decision is made under the 

order of the head of the District Court at the request of one of the parties to the 

dispute "renewed". In the event that the parties do not implement the arbitral 

award voluntarily, the ruling shall be executed by the order of the head of the 

District Court at the request of one of the parties to the dispute except for the 

sharia economic dispute which is decided by the National Shariah Artbitration 

Board " 

 

Keywords: Authority, Execution and Basyarnas 
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GLOSSARY 

 

Akad :Ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yakni pertalian ijab 

(pernyataan melakukan  ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai 

dengan kehendak syariat yang berpengaruh  pada obyek perikatan, misalnya akad 

pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan.  

 

Arbitrase  : Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum 

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 

Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). 

 

BANI  : lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan 

dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan. 

 

BASYARNAS  : adalah sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian 

sengketa ekonomi syariah. MUI memprakarsai pendirian BMI pada tahun 1991 

sebagai Lembaga Keuangan Syariah pertama di Indonesia. 

 

Bagi Hasil: Suatu sistem pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola 

dana, baik dengan prinsip revenue sharing maupun profit sharing melalui akad 

mudharabah atau musyarakah. Sistem ini menjadi asas operasional perbankan 

syariah. 

 

Bai’; Bay’:Jual beli. Transaksi yang mengharuskan adanya penjuan (al-bai’), 

pembeli (al-musytary), barang (al-mabi’) dan harga (tsaman). 

 

Bai’ al Dayn :  Suatu akad jual beli dengan obyek jual belinya adalah piutang/ 

taguhan (Dayn). 

 

Bai’ Istishna’ :Kontrak penjualan barang menurut spesifikasi yang telah 

disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya. 

 

Bai’ Murabahah : Jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 

 

Bank Syariah : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah/hukum Islam, juga dikenal dengan bank Islam. Menurut UU No.21 Tahun 

2008 jenis bank syariah dibagi menjadi bank umum syariah (BUS) dan 

pembiayaan rakyat syariah (BPRS). 

 

BMT: Singkatan dari Baitul Mal Wat Tamwil; Balai Usaha Mandiri Terpadu, 

adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. 
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BPRS: Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

 

BUS : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 

Bunga : Interest, Faidah. Tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman 

uang . Atau imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima. 

Bunga adalah harga dari uang. Sesuai fatwa MUI bunga telah memenuhi kriteria 

riba. 

 

Dewan Pengawas Syariah (DPS): Dewan yang keanggotaannya dibentuk oleh  

DSN dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab meliputi antara lain 

memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank syaraih 

terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. 

 

Dewan Syariah Nasional (DSN) : Dewan yang dibentuk oleh Majlis Ulama 

Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa  

tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. Wewenang DSN antara lain mengeluarkan fatwa 

yang mengikat DPS. 

 

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan 

secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi 

pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. 

 

Halal : Tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan menurut syara’ 

 

Haram : Tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut syariah. 

Haram dibagi dua, yakni haram li-lidzatih dan haram-li-ghairih. 

 

Ijtihad : Upaya maksimal yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui 

kejelasan suatu permasalahan yang masih mengundang kebingungan dengan 

landasan al-Qur’an dan al-Hadits. 

 

Istishna’ : Akad jual beli di mana shanni’ (produsen) ditugaskan untuk membuat 

suatu barang (pesanan) oleh mustashni’ (pemesan), pembayarannya bisa di awal, 

di tengah, atau di akhir pesanan. Dalam perbankan: Adalah akad jual beli barang 

berdasarkan pesanan antara nasabah sebagai pemesan (mustashni’) dan bank 

dengan kriteria tertentu. Bank akan membelikan barang pesanan nasabah kepada 

pemasok (shani’) sesuai kriteria. 

 

Mu’amalah syar’iyah : Hubungan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 

termasuk kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
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Mudharabah  : Akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al-mal) 

dan pihak pengelola dana (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah 

yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana. 

 

Murabahah:  Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dengan bank syariah 

membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada 

nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau 

keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. 

 

Nisbah : Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahib al-mal dan 

mudharib. 

 

Nishab: Batas ukuran minimal yang lazim digunakan dalam sistem zakat. Nisab 

zakat adalah batas ukuran minimal dari harta yang wajib dizakati. 

 

Pengadilan Agama : adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu 

kota kabupaten atau kota.  

 

Pengadilan Negeri : Pengadilan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah 

hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. 

 

Perbankan Syariah : Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan 

unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Prinsip Syariah  : Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha/kegiatan 

lain. 

 

Qabdh :Serah terima yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi. 

 

Qardh : Akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan 

untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah 

yang sama dan dalam jangka tertentu. 

 

Rahn  : Agunan (harta yang dijadikan jaminan utang). 

 

Return : Pendapatan. 

 

Riba : Penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) secara syar’i. Bunga 

bank/berkait dengan transaksi keuangan adalah termasuk Riba (Fatwa MUI 2003, 

dan berbagai pendapat ulama). 

 

Ribawi = Segala sesuatu yang mengandung unsur riba. 
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Sistem Ekonomi Islam : Hukum atau pandangan yang membahas distribusi 

kekayaan, pemilikan serta bagaimana mengelolanya berdasar norma-norma 

hukum Islam. 

 

Sukuk  : Surat berharga syariah. 

 

Syirkah : Kerja sama 

 

Syubhat  : Samar atau tidak jelas. Hal-hal yang hukumnya belum pasti, apakah 

haram ataukah halal. 

 

UUS : Unit Usaha Syariah. Unit kerja yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah pada bank umum konvensional. 

 

Wadiah atau Wadi’ah  : Titipan murni dengan seijin penitip boleh digunakan oleh 

bank. Konsep yang dikembangkan bank syariah adalah wadi’ah yad ad-dhamanah 

(titipan dengan risiko ganti rugi). 

 

Wakalah  : Perwakilan, penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. 
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